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Abstrak P

Bangsa Indonesia kini masih ditimpa krisis multi dimensi yang "=+
belum kunjung selesai, sampai kapan krisis tersebut akan berakhir
tidak seorang pun tahu. Akan tetapi kondisi tersebut hanya akan
mungkin diubah dan diperbaiki kalau ada kebersamaan tekad
untuk memperbaikinya secara bersama-sama dan menyeturuh.

Kesadaran moral merupakan kata kunci yang harsu ditegakan,
sebab apabila kesadaran moral sudah hilang dari hati masing-
masing individu bangsa Indonesia maka sulitlah rasanya untuk
mengubah kondisi krisis tersebut. Kesadaran moral menjadi
petunjuk yang menuntun perbuatan seseorang untuk berbuat baik
atau berbuat buruk.

Mal administrasi merupakan tindakan penyimpangan yang
harus diberantas misainya, Korupsi, manipulasi dan nepotisme.
Mal administrasi tersebut sering dilakukan oleh para pelaku
birokrasi baik dikalangan eksekutif maupun legistaltif. Bahkan kini
telah merambah pada sektor swasta dan menjadi kuitur yang telah
menggurita dalam kehidupan masyarakat. '

Pendahuluan

Bangsa Indonesia hingga kini
masih mengalami krisis multi di-
mensi yang berkepanjangan. Badai
cobaan terus bergulir menghimpit
sektor-sektor sosial, ekonomi, politik,
budaya bahkan sampai pada data-
ran moral, mental, dan spiritual. Se-
hingga rasa kepercayaan terhadap
harga diri bangsa hampir sima. Ke-

pada siapakah perubahan nasib
bangsa ini akan diserahkan ? Politi-
cal will dari para birokrat, pemimpin
bangsa untuk membuat perubahan
sangat diharapkan. Namun rasanya
para birokrat dan wakil rakyat yang
mendapat tugas untuk mengemban
amanah rakyat itu kelihatannya tidak
menunjukan adanya kemampuan
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untuk berbuat mengubah nasib
bangsa ini. .

Bahkan mal-administrasi mun-
cul, menjamur, berkembang mere-
bak dimana-mana. Isu korupsi, ko-
lusi, manipulasi, dan nepotisme telah
menggurita. Tidak saja membudaya
dikalangan eksekutif, mapun legis-
latif, akan tetapi seakan telah men-
jadi sistem yang melembaga sebagai
aturan yang sangat dipahami oleh
masyarakat. Artinya pungutan-pu-
ngutan tertentu tersebut dengan te-
rang-terangan sudah digelardengan
jumianh tarif yang cukup fantastis. Un-
tuk menjadi guru, pegawai, politisi,
menduduki posisi tertentu dapat ter-

laksana asalkan memenuhi pasal ke-

‘tentuan sekian puluh juta. Adakah
Ratu Adil yang akan muncul me-
nyelamatkan bangsa ini ?

Dalam kaitan ini harus ada ke-
beranian langkah untuk merumuskan
kebijakan baru, “mendobrak® ketim-
pangan yang kasat mata ini untuk
diubah menjadi kondisi baru yang
progresif dan prospektif. Apabila tida
ada suatu langkah " konkrit untuk
mengatasi hal ini, sudah dapat
dipastikan keterpurukan bangsa kita
akan semakin lama dan semakin
panjang sampai batas cakrawala yag
tidak bertepi. Bahkan dapat dika-
takan pada saat ini cermin martabat
bangsa dimata dunia intemasional
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sangat buram, tidak ada yang dapat
dibanggakan.

Disamping masalah mental
dan moral, tidak ketinggalan juga
masalah kualitas sumber daya ma-
nusia kita sangat rendah, ada pada
urutan bawah untuk negara-negara
di kawasan Asia. Oleh sebab itu
gambaran kelemahan masyarakat
Asia termasuk masyarakat kita seba-
gaimana yang digambarkan oleh
Gunnar Myrdal perlu diperhatikan
untuk dicari solusinya. Setidak-tidak-
nya ada tujuh aspek yang periu
diperhatikan untuk membangun ma-
syarakat yang kuat, bermartabat me-
lalui sektor pendidikan, yaitu : (1)
Rationality, (2) Sense for deveiop-
ment, (3) Sense for productivity; (4)
Sense for improverd institution and
attitudes, (5) Sense for national
consolidation, (6). Political demo-
cracy, and (7) Democracy at the
grassroots (dalam Suyanto, 2000)

Sungguh merupakan suatu
keadaan yang sangat ironis apabila
bangsa Indonesia yang dikenal se-
bagai masyarakat yang sosialis re-
ligius ini temyata merupakan bangsa
yang menempati rangking teratas di
Asia dan rangking atas di dunia
dalam bidang Korupsi. Mengpa hal
ini dapat terjadi ? “ Fa aina Allah” ?
apakah para biroktas kita tidak me-
miliki landasan pijak yang mengakar
pada sendi keimanan dan moralitas



bangsa dalam hal bersikap, ber-
tindak, dan berperilaku ? Wallahu
a’lam. Semuanya sangat tergantung
pada diri kita, bangsa Indonesia se-
cara bersama-sama dan keseluruh-
an. Dalam tulisan ini akan dibahas
selintas mengenai fenomena peri-
laku sebagian birokrat kita yang da-
pat dikategorikan korup, yang
merupakan mal administrasi yang
sangat merugikan negara.

Pentingnya Kesadaran Moral
Manusia oleh Tuhan diberikan
tiga potensi, yaitu akal, budi, dan
nafsu (Joko Widodo : 000). Dengan
akal manusia menjadi dapat berfikir,
dengan budi manusia kemudian
dapat merasakan, dengan nafsu
manusia menjadi berkeinginan yang
pada akhimya manusia itu dapat
tumbuh dan berkembang. Dengan
ketiga kekuatan tersebut manusia
dapat menilai dan nilai mengenai
hasil karyanya, tindakannya bahkan
perilakunya. Di dalam menilai ini
manusia menggunakan berbagai
macam ukuran penilaian. Sebagai
contoh : terhadap hal-hal yang ber-
sifat seni dan keindahan manusia
menggunakan ukuran penilaian este-
tika. Terhadap keadaan kesehatan
seseorang, menggunakan ukuran
penilaian medis, dan penilaian terha-
dap nilai baik dan buruk orang

menggunakan ukuran penilaian se-
cara etika.

Di dalam melakukan penilaian
dan tindakan ini manusia diberikan
petunjuk atau penerangan oleg«hat:
nurani atau kata hati merekd¥Qlety
karena itu penilaian seseorang ‘itu
bisa saja salah, kalau petunjuk yang
diberikan oleh hati nurani itu salah.
Hati nurani akan salah kalau nilai-
nilai yang mengitarinya berada pada
kondisi dan situasi yang buruk. Jadi
sebenamya dalam diri manusia itu
sudah ada alat yang mampu men-
deteksi perbuatannya sendiri.
Kesadaran akan perbuatan baik dan
buruk itu disebut dengan kesadaran
moral atau kesadaran etis.

Kesadaran moral yang sudah
timbul dan berkembang ini disebut
dengan kata hati, yang oleh Frans

~Magnis Suseno (1988) disebut

dengan suara hati atau “Concientia”
(latin), “Concience” (Inggris) -dan
“Suneidesis” (Yunani) (dalam Joko
Widodo, 2000, Wahyudi
Kumorotomo : 1992, K Berten :
1994, Robert C. Solomon : 1987).
Apabila seseorang mempu-
nyai kekuatan moral, kebenaran
suara hati maka orang akan takut
berbuat jahat atau sesuatu yang
tidak baik. Sebab dengan berbuat
salah, terasa hatinya menjadi geli-
sah, tidak tenang dan merasa salah.
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Maka di dalam perasaannya akan
selalu dikejar ketakutan. Sebaliknya
kalau orang berbuat baik, maka hati-
nya akan damai, tenang, tenteram,
tidak ada sesuatu yang menghantui
dirinya.

Cara kerja suara hati itu dapat
dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1)
pengetahuan umum bahwa didalam
hidup ini ada sesuatu yang dikatakan
baik dan ada sesuatu yang dika-
takan buruk. Pertimbangan cara
kerja seperti ini dikatakan sebagai
kesadaran moral yang mempunyai
bobot pertimbangan cukup tinggi dan
mampu menuntun seseorang, (2)
pertimbangan etis bahwa setfiap
orang itu perlu bertindak secara etis,
yaitu ada penerangan mengenai
tindakan konkrit bahwa tindakan itu
baik dan tindakan itu buruk yang
muncul dar hati nuraninya sendiri.
(3) Sudah ada tindakan (pilihan)
yang memvonis bahwa tindakan itu
baik dan tindakan itu buruk (dalam
Joko Widodo, 2000).

Jadi kata hati itu dapat juga di-
sebut sebagai “/ndex” atau petunjuk
karena ia memberi petunjuk tentang
baik buruknya suatu tindakan yang
mungkin akan dilakukan oleh se-
seorang. Kecuali itu juga dikatakan
sebagai “ludex * atau hakim karena
sudah ada tindakan, dimana kata ha-
ti itu menentukan baik-buruknya tin-
dakan itu. Bahkan kata hati itu seka-
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ligus dapat dikatakan sebagai “Vin-
dex‘ atau penghukum karena jika
tindakan itu buruk maka dikatakan
secara tegas bahwa buruklah tindak-
an itu. Jadi kesadaran moral meru-
pakan instrumen yang sangat pen-
ting bagi kehidupan manusia, sebab
“Prevalensi * atau muncuinya tindak-
an seseorang itu sangat dipengaruhi
oleh pengetahuan baik dan buruk
(kesadaran moral), ketajaman hati,
hati nurani di dalam memberi petun-
juk, dan situasi yang melingkupi
orang tersebut.

Pentingnya Etika Dalam Adminis-
trasi Negara

Antara etika dengan Admini-
strasi negara mempunyai dunia yang
berbeda, karena etika merupakan
dunia filsafat, nilai dan moral yang si-
fatnya abstrak dan terkait dengan
persoalan baik dan buruk, bukan be-
nar dan salah. Sedangkan Adminis-
trasi Negara merupakan dunia : ke-
putusan dan tindakan yang bersifat
konkrit dan harus mewujudkan apa
yang harus diinginkan. Administrasi
Negara dalam pelaksanaanya selalu
menempatkan pada arah kebaikan
yang terkait dengan nilai-nilai. Oleh
karena itu nilai merupakan jiwa, ruh
dari Administrasi Negara. Mengingat
akan hal tersebut, etika memiliki pe-
ranan yang begitu penting dan diper-
lukan di dalam Administrasi Negera.



Mengapa begitu ?. Karena etika da-
pat dijadikan sebagai pedoman dan
sekaligus tentang apa yang harus
dilakukan oleh Administrasi Negara
dalam menjalankan kebijakan politik-
nya. Disamping itu etika dapat digu-
nakan sebagai standar penilaian
apakah perilaku Administrasi Negara
dalam menjalankan kebijakan politik
dapat dikatakan baik atau buruk.

Perilaku Birokrasi atau Admi-
nistrasi Negara sangat bisa jadi akan
mempengaruhi keadaan din pribadi-
nya sendiri, masyarakat yang dila-
yani, dan bahkan bisa juga masya-
rakat umum. Oleh karena itu agar
perilaku birokrasi dapat mendapat-
kan kepercayaan umum dari publik,
maka harus dapat menunjukan si-
kap, tindakan dan perbuatan yang
positif pada masyarakat khusunya
masyarakat yang dilayaninya. Kalau
kepercayaan masyarakat telah tum-
buh, maka bagi para birokrast akan
lebih mudah di dalam mempengaruhi
publik. Sebaliknya kalau segi keper-
cayaan int sudah hilang, sulittah ra-
sanya bagi para birokrat untuk mem-
pengaruhi masyarakat.

Sebab birokrasi memang be-
kerja atas dasar kepercayaan karena
bekerja untuk negara, yang dalam
hal ini berarti untuk rakyat. Oleh
karena itu rakyat berharap kepada
para birokrasi didalam menjalankan
tugas-tugasnya yang menggunakan

dana publik tu supaya tetap men-
dasarkan airi- pada nilai-nilai yang
selaras dengan kedudukannya. De-
ngan demikian rakyat merasa puas
mendapat layanan publik yang
accountable dan dapat dipertang-
gungjawabkan. Hanya dengan jalan
demikian itulah birokrasi di dalam
menjalankan tugasnya akan men-
dapat keprcayaan dari masyarakat.
Kalau landasan kepercayaan itu te-
lah hilang, maka hilang sudahiah se-
mua nilai yang dapat dipergunakan
untuk membangun kepercayaan ke-
pada masyarakat.

Jadi etika memang benar-be-
nar diperlukan di dalam praktik Ad-
ministrasi Negara, karena dengan
adanya etika, maka dapat diper-
gunakan sebagai pedoman atau re-
ferensi di dalam melaksanakan Ad-
ministrasi negara. Bahkan tidak ha-
nya itu saja, etika dapat dipergu-
nakan sebagai standar untuk menilai
apakah sifat perilaku dan tindakan
dari administrasi' negara itu baik atau
buruk. Dengan adanya standar yang
jelas maka publik akan mampu
memberikan penilaian pada pelaku
Administrasi Negara (Birokrat0 itu
secara terbuka dan bebas, terpuiji
atau tercela.

Mal Adminstrasi di Indonesia

Sebelum membahas tentang
mal-administrasi di Indonesia, ada
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baiknya kalau terlebih dahulu men-
jelaskan mengenai apa ‘sebenamya
yang disebut dengan mal-adminis-
trasi itu ? Pada dasamnya mal-admi-
nistrasi itu merupakan suatu praktik
yang menyimpang dari etika admi-
nistrasi atau suatu praktik adminis-
trasi yang menjauhkan dan penca-
paian tujuan administrasi (Joko Wi-
dodo, 2000). Jadi kalau diistilahkan
sebagaimana dalam dunia kedok-
teran, mal administrasi itu meru-
pakan mal-praktek yang. dilakukan
oleh seorang dokter. Ada penyim-
pangan di dalam menangani suatu
kasus terhadap seorang pasien. Pe-
nyimpangan ini merupakan kekeli~
tuan atau kesalahan profesi yang di-
lakukan oléh seseorang yang men-
jalankan tugasnya dalam profesi ter-
sebut. Dalam kehidupan masyarakat
tindak penyimpangan-penyimpangan
tersebut begitu banyak dan kom-
pleks.

Mal-praktek dalam bidang ad-
ministrasi telah banyak dilakukan
oleh pejabat publik dan pada era Or-
de Baru banyak kasus permasalah-
an ini nyaris tidak terungkap karena
adanya sistem politik pemerintah
yang otoriter dan sangat tertutup.
Tindak penyimpangan ini dilakukan
oleh birokrat pemerintah secara
rapih dan sistematis sehingga tidak
banyak yang bisa diungkap. Baru
kemudian pada era reformasi,
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permasalahan-permasalahan  yang
menyangkut mal administrasi ini bisa
diungkap, meskipun tidak ada pe-
nyelesaian yang jelas bagaimana
tindak lanjutnya.

Nampaknya kondisi mal-
administrasi di Indonesia sudah cu-
kup parah, mengingat apa yang di-
namakan korupsi, kolusi, nepotisme
atau KKN telah begitu mengakar da-
lam tubuh birokrasi. Bahkan untuk
kawasan Asia, Indonesia merupakan
negara yang paling korup melebihi
negara-negara Asia lainnya. Adapun
beberapa mal-administrasi yang di-
ungkap antara lain :

1. Kasus penggunaan dana
jaminan sosial tenaga
kerja (Jamsostek)

Kasus Bank Bali

Kasus Jaring Pengaman
Sosial (JPS)

Kasus Korupsi di PLN
Kasus SPJ Anggota
Dewan Daerah Tingkat |
Jawa Timur (Joko Widodo,
2000).

Sedangkan Kasus-kasus ter-
sebut merupakan mal-administrasi
dalam tubuh birokrasi yang pada
dasamya merupakan penggunaan
uang rakyat yang tidak digunakan
sebagaimana mestinya. Dalam ka-
sus seperti ini pihak yang paling di-
rugikan adalah rakyat, karena ha-
kekatnya uang yang disalahgunakan

A WN



itu uang rakyat. Apabila hal ini terus
berjalan tanpa kendali, maka ke-
percayaan masyarakat terhadap pa-
ra birokrasi pemerintah akan hilang.
Kalau kepercayaan masyarakat hi-
lang maka kekuasaan birokrasi su-
dah tidak ada harganya lagi dimata
masyarakat. Dan pada akhimya ter-
jadi upaya penggantian rejim secara
tidak wajar. Bagaimana mungkin rak-
yat akan mempercayai para birokrat
yang sudah tidak lagi amanah ? oleh
sebab itu mal-administrasi harus se-
gera ditanggulangi, dibersihkan dan
ditertibkan. Untuk mengatasi hal ini
diperiukan pemimpin yang mem-
punyai power kejujuran yang tinggi,
dan kebersihan diri yang nyata. De-
ngan demikiam Clean Government
benar-benar dapat diciptakan dan di-
tegakan namun kapan dan bagai-
mana, oleh siapa mengingat mal-ad-
ministrasi di Indonesia sudah mele-
bihi ambang batas. |

Secara teoritik Muhajir Darwin
mensitir pendapat Nigro dan Nigro
(dalam Joko Widodo, 2000) me-
nyebutkan adanya delapan bentuk
dari mal-administrasi yaitu :

1. Ketidakjujuran (dishonesty)
Yaitu tindakan adminis-
trasi yang tidak jujur, mi-
salnya mengambil uang atau
barang miliki pubtik untuk ke-
pentingan sendiri, menerima

uang suap atau sogok dari
langganan (Client), menarik
pungutan liar (pungli). Se-
mua bentuk ketidakjujuran
tersebut dinamakan : koryp-
si. Jika dikembangkanidagi
maka korupsi ini dapat berd-~
pa tindakan atau perbuatan :
mencantumkan jumiah han
bertugas diluar lebth banyak
dari yang senyatanya dalam
SPJ, tanpa pergi menitipkan
SPJ pada teman yang ber-
tugas di luar, memalsu ang-
garan proyek, mengajukan
proyek siluman, memalsu
tanda tangan atau cap stem-
pel kantor, mengisi presensi
secara tidak benar, melapor-
kan fakta yng tidak benar,
dan masih banyak lagi. Ka-
sus-kasus tersebut banyak
sekali terjadi didalam tubuh
birokrasi publik di Indonesia,
bahkan hal tersebut seakan-
akan sudah menjadi aturan
tidak tertulis yang sedikit de-
mi sedikit sudah merasuk
dalam benak warga masya-
rakat.

Perilaku yang buruk (Une-
thical behaviour)

Hal ini dapat terjadi mi-
salnya dalam seleksi calon
pegawai, seorang bos (pim-
pinan) yang menjadi atasan
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pegawai yang meyeleksi pe-
gawai mendapat titipan
anaknya atau saudaranya,
maka mau tidak mau si pe-
nyeleksi ini akan memper-
hatikan titipan tersebut. Ca-
lon yang dititipkan tersebut
dinyatakan diterima walau-
pun keputusan yang diambil
kurang obyektif. Tindakan
bos tersebut memang masth
ada dalam batas-batas yang
diperkenankan, akan tetapi
tindakan tersebut dapat di-
golongkan tidak etis. Me-
mang tidak ada bukti tertulis
titip, tidak ada unsur sogok
atau suap, namun tindakan
tersebut tetaplah tidak etis
karena mengorbankan ob-
yektifitas penilaian dalam se-
leksi pegawai. Praktik seperti
ini bukan menjadi rahasia la-
gi di Indonesia, dan bahkan
dilakukan hampir disemua
lapisan dan lingkungan biro-
krasi yang manapun

. Mengabaikan Hukum (Dis-
regard of the law)

Sebagai suatu contoh
yang paling banyak dialami
dikalangan birokrasi publik
adalah mengenai peng-
gunaan kendaraan dinas.
Menurut peraturan kenda-
raan dinas hanya dapat di-
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gunakan oleh pejabat yang
bersangkutan untuk urusan
dinas. Akan tetapi dalam
prakteknya, banyak kenda-
raan dinas yang digunakan
oleh anggota keluarga, pe-
jabat yang bersangkutan un-
tuk keperluan di luar kedi-
nasan.
Favoritisme di dalam
menafsirkan hukum

Sebagai suatu contoh
seorang pejabat disuatu lem-
baga tetap mengikuti hukum
yang berlaku, akan tetapi hu-
kum tersebut ditafsirkan
untuk menguntungkan ke-
lompok tertentu. Misalnya
seorang Gubemur sebagai
pembina politik diwilayahnya
harus bersikap netral dalam
pemilu. Akan tetapi sebagai
kader partai dia harus ter-
panggil untuk memenangkan
partainya. Praktik seperti ini
banyak dilakukan di Indone-
sia terutama pada masa Or-
de Baru, sehingga walaupun
berkali-kali pemilu tidak ada
perubahan kepemimpinan di
tingkat pusat.
Perlakuan yang tidak adil

Yaitu suatu tindakan
atau perlakuan yang tidak
adil yang dilakukan oleh se-
seorang pimpinan terhadap



pegawai yang menjadi ba-
wahannya. Misalnya pim-
pinan di dalam memberikan
penilaian terhadap bawahan-
nya pilih kasih, menghambat
bawahannya untuk kenaikan
pangkat karena pegawai ter-
sebut pandai sehingga me-
rasa tersaingi. Praktik seperti
ini juga terdapat di indonesia
walaupun sifatnya masih be-

rupa oknum.
. Inefisiensi Bruto (Gross
ineffisiency)

Yaitu suatu tindakan

pemborosan yang dilakukan
oleh seorang birokrasi di da-
lam menjalankan roda ke-
giatan instansinya. Misalnya
Pertamina masa Ibnu Suto-
wo lembaga tersebut dikelo-
la secara tidak efisien dan
banyak pemborosan. De-
ngan demikian pemerintah
banyak dirugikan
. Menutup-nutupi kesalahan
Misalnya ada seorang
pimpinan atau pegawai ne-
geri yang menutup-nutipi ke-
salahannya sendiri atau ke-
salahan bawahannya (lihat
kasus Waduk Nipah) mereka
menolak untuk diperiksa, di-
kontrol, dsb.

8. Gagal menunjukan inisiatif

Yaitu sebagia pimpinan
atau pegawai gagal di dalam
membuat keputusan yang
positif, misalnya setelah di-
keluarkannya Pakto
gulasi Oktober 1993 bébe- .
rapa pejabat di tingkat I tn-'
dak berani mengambil ini-
siatif didalam masalah per-
jinan. Para pimpinan cen-
derung menunggu turunnya
Juklak atau Juknis dari ins-
tansi induknya.

Demikian beberapa kasus
mengenai mal-administrasi yang ada
di Indonesia, yang dilakukan oleh
birokrasi publik. Tentunya masih ba-
nyak lagi kasus yang dapat di-
ungkap, namun dalam tulisan ini ha-
nya beberapa saja yang diangkat
untuk mewakili bukti adanya mal-ad-
ministrasi.

Beberapa Faktor Penyebab
Timbuinya Mal-Administrasi

Mal-administrasi pada dasar-
nya merupakan suatu tindakan yang
menyimpang dari nilai etika (joko
widodo, 2000). Dalam hal ini secara
psiko-sosiologis suatu tindakan
menyimpang tersebut terjadi karena
bertemunya faktor “niat’, “kemauan’
dan ‘kesempatan”. Jika tidak ada
niat, ada kemauan untuk melakukan
mal-administrasi namun kesempatan
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tidak ada maka tindakan mal ad-
ministrasi tidak akan terjadi. De-
mikian pula sebaliknya, meskupin
ada kesempatan namun karena tidak
ada niat dan kemauan untuk me-
lakukan mal-administrasi, maka per-
buatan mal-administrasi tidak akan
terjadi.

Berangkat dari konsep seba-
gaimana di atas maka dapatiah dite-
mukan adanya dua faktor yang men-
jadi sebab timbulnya mal-adminis-
trasi. Pertama, faktor internal yaitu
faktor pribadi dari orang yang mela-
kukan mal-administrasi tersebut. Ke-
dua, faktor eksternal, yaitu faktor
yang ada diluar diri pribadi orang
yang melakukan mal administrasi,
faktor eksternal ini misalnya : karena
" lemahnya peraturan perundang-un-
 dangan yang berlaku, iemahnya pe-
laksanaan pengawasan, dan ling-
- kungan kerja yang memungkinkan
terbukanya kesempatan untuk meia-
kukan tindakan mal administrasi.

Penutup K '
Demikianlah telaah kritis me-
ngenai mal-administrasi di Indone-
sia, dimana etika adminstrasi negara
perlu dijadikan sebagai pedoman,
referensi dan standar penilaian ter-
hadap sikap, tindakan dan peritaku
administrasi negara di dalam menja-

lankan tugas-tugasnya. Dengan pe-
doman tersebut maka masyarakat
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dapat menilai apakah perilaku ad-
minstrasi negara tersebut baik atau
buruk. Dalam hal ini mal administrasi
dapat terjadi atau tidak banyak diten-
tukan oleh niat dan kesempatan
yang ada.
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